PENDAHULUAN

Masalah Keuangan Negara di dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur
dalam pasal 23:bab Vill. Berbicara mengenai Keuangan Negara, maka: yang
men_;ad: masaiah’utama di sini‘adalah’ pengertian Keuangan Negara,

Berhubung dengan. pengertian  Keuangan' Negara, penjelasan: Undang
Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa di dalam suatu Negara yang merdeka
dan berkedaulatan rakyat ‘pengaturan Keuangan Negara harus dilakukan oleh
Rakyat yang dalam habini ‘ditugaskan kepada® wakzlnyafyaitu Dewan Perwa— _
kilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. - i
Besarnya kewenangan Rakyat mengenaihal ini tercermin dalam pasal 23 ayat
(1) Undang Undang Dasar:1945.di:mana:antara 1ain’ _dlkataigan bahwa-jika
Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan
dan - Belanja Negara yvang:diajukan: oleh Pemenntah maka harus dzgunakan
anggaran tahun lalu. Dmniiy :
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Apakah pembemahuaﬂ kepada Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan suatu
undang-undang merupakan permasalahan tersendiri dalam hal Permneriksaan
Keuangan Megara, i

MASALAH PERHH’EJNGAN ANGGARAN NEGAM

kakim memperhat:kan kons;derans dari; perhltungan ‘anggaran: yang dix
undangkan setiap tahun; maka kita tidak dapat mengetahui apa latar. bela-
kang:dan:aldsan-alasan: pembenmkan ‘undang-undang tersebut secara’tepat
karenas hanya dlsebutkan bahwa; perhitungan ;anggaran: “Perhy:diterapkan
denganundang-undang”:Dan jika:diteliti dasar: hukumnya maka séakan-akan
kita-mendapat kesxmpuian bahwa unciang-undang dasar-1945. pasai 23 ayat
(5) menghendaki demikian. : i
iwve Pasals23yavat £3): Undang—Undang =Dasar-1945 merumuskan sebagal
benkutw "Untukimemeriksa tanggung jawab: tentang Keuangan: MNegard di-
adakarsuite: Badan Pemeriksa Keuangan; yang ;peraturaniya-ditetapkan
dengan undang-undang. Hasjl pemiériksaan ifu’ dtbentahuka "kepad fﬁewan
Perwakilan Rakyat”. {0t np 7

Selamumya penjelasan Undang Undang Dasar i945 pasal i3a t (5) er—
bunyx seb : :
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.__Dewan Perwahlian Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut Untuk.'___.
L _pemerzksaan tanggung 3awab pemenmah nu perlu ada suatu badan yang T

bawah arl. penuhs} i ST g
i Selanjutnya jika direliti Undang— -Undang D ar 1945 k:ta mehhat bahwa
Penjelasan.Umum UUD 1945 menyebutkan bahwa ;Presxden harus meudapat-
persetuluan Dewan Perwakﬂan Rakyar untuk- membentu undang» undang

Tk Permasaiahan beukumya adaiah mengenal apakah iatar be!akang peml- e

klran . dari.:para “ipenyusun-UUD:F 1945 - ‘mengenai- APBN
(”Statebudget"/ "Staatsbegronng”) itu:? Pertama~tama k;ta perlu.mencarinya
l945 sendm beserta penjelasannya, dan: kedua pada hakekat Anggaran Belanja
Negara dan perkembangannya di negara: negara Kontinental sebagaimana yang
alam, fikirannya:terasa mempengaruhi:para penynsun UUD 1945 Jika kita
memperhatikan sistemn pemerintahan:Negara menurut UUD 1945, maka dalam.
masalah anggaran Negara selain ‘pemerintah sendiri berperan pula:dua lembaga
tinggi negara lainnya, yakm Dewan Perwakxlan Rakyat dan Badan Pemerlksa

: -"'Dewan Perwa xlan Rakyat bertugas umuk membenkan :kata: akhxr ter-.
ha RAPBN yang tiap tahun diajukan oleh pemerintah untuk mermperoleh
persetujuan dengan cara menerimanya-ataumenolaknya. (lihat penjelasandati
pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyebutkan : "Betapa‘caranya
rakyat-sebagai bangsa akan hidup dan dari mana dapatnva belanja buat hidup,
harus ditetapkan oleh rakyat-itu.sendiri;. karena itu-juga-cara hidupnya’}.:

- Penjelasan pasal.23.UUD 1945 dtu-juga menyatakan bahwa.dalam ‘hal
menetapkan Pendapatan dan; Belanja, kedudukan'DPR ieb;h kuat: danpada
kedudukan pemerintah.Inilah tanda Kedaulatan:Rakyat.:
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yan ah alam'tata keuangan negara yakm Badan Pemenksa Keuang o
s etelah Anggaran Be}arua Negara: {(ABN) dasetu;ui DPR,; BPK memenksa '
tanggung gawab pemerintahidalam ‘menjalankan ABN. ‘tersebut. :
Hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada DPR, tentunya un
d;manfaatkan” -oleh - DPR - sebagai - forum wakxl«-wakii rakyat dalam-_
”'_f" ka nasxbnya sendm ‘dan’ am: menentukan cara’ hadupnya”
' 4 _ tanggung 3awab ‘dan carg’ pemermtah_ ;
‘d'setujm DPR tadak mendapatkan'

_ dmkataihasd pﬂmenksaan 1tu‘bﬁrk=snnpulan bahwa pemermtah
tela_ _menyampang, baikirdalam ‘jumlahi:yang telah disetujui' DPR manpun
dalam cara mempergunakannya, maka BPK dapat membantu DER baik untuk -
bersikap:dengar kedudukasn’ yang: ”leb1h kuat daripada kedudukan pemerintah”
dalam menentukan. -anggaran negara berikutnya, maupun dalam mengawasi
tmdakan-tmd&kan pemenntah selanjutnya di-bidang Kevangan. Sidah fentu
BPK yang dapat berbuat demikidn: itu ialah sebuash 1embaga tmggx negara yang
terlepas dari pengaruh dan ‘kekuasaan pemenntah £
- Apabila kita membxcarakan hukum tentang anggaran: beian;a kita udak-
- dapat melepaskan: diri :dari: pendapat«pendapat ‘pandai-cerdik-cendekiawan,
yang mana karenarpengaruh dari pendidikan mereka gagasannya 1m turut
mewama: penyusunan ‘hal-hal teknis® ‘ketatanegaraan: ) ;
. MesKipun' mengenal filsafar'dan-dasar-dasar- kenegaraan kzta menggah-,_
nya-dari-bumiitanah air-kita: sendirinamun dalam hai tekms bernegara klta
banyak bercermin kepadainegara-negara; ‘majui SRR e
M. Wirjono: Prodjodikoro:misalnya: menyebutkan bahwa penetapan-
APBN ‘denganundang-undang: bersifat tengah-tengah antara kekuasaan-
perundang-undangan dan’kekuasaan:Pemerintah®, vinis bl no i g o
< Tetapi selanjutnvabeliai tidak menyinggung perhxtungan anggaran‘yang
harus disampaikan kepada DPR, melainkan menyimpulkan mengenai pem-~
beritahnan hasil' pémeriksaan BPK kepada DPR:itu: ‘dengati menyatakan :
“bahwa BPK bertugas membantwDPR dalam soal mengontrol apakah peme-
rintahidak: 'menyeleweng'dan ketenman ketentuan A?i%N yang sudah d:se-:
Eujm ‘DPR &
::Pendapat; Wmono vang ”bersxfat tengah—tenoah” iy karena diizhatnya-
pendapat Buysyang menganggap penetapan anggaran negara’sebaga "eene
daad van bestutr” dan pendapat Kranenbirg’ vang menganggap termasuk "tot
hetsgebied:der regeling”;'karéna penetapan pajak-harus berdasarkan - wer”:
maka badan pembentuk ¥ wet’adalah wajar menentukan’ penggunaan hasil
pajak tersebui.




;has;l, _eménksaa_ BPK 1tu untuk pelaksanaan dua darl tiga tugasnya 5
Uniuk menetapkan anggaran belanja negara dan untuk mengawas1 tmdakaw

ARTI KEUANGAN NEGARA DI DALAM RANGKA FUNGSI
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA - g

agKetikal pada.tanggai 15 Juh 194:)-dalam rapat besar Badan Penyeildlkan
Usaha Persnapan Kemerdekaan }ndonesm Prof Soepomo dimmta oleh ketua

”Umuk memersksa pertanggungan Jawab tentang keuangan negara dzadakam
satu badan pemeriksa keuangan, yang dulu dinamakan “Rekenkamer”; vang
peraturannya duetapkan denoan undang undang”

Meskzpun sistem pemermtahan Hmdla—Eeianda ndak sama dengan sxstem
pemérintahan:Negara Republik Indones it teniunya tugas dan.
fungsi”Rekenkamer” tidak sana’ dengan-tugas ‘danifunizsi Badan Pemieriksa
Kenangan, mamun-ada baiknya-apabila kita ‘memperoleh sekedar gambaran
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s.:me!igenai; :Léh'ibéga':}?ez'ne:'iksa'_ Kgii_a_nga_n"N_egéré_ Hindia Belanda itu. Untuk

-sekedar mengingat kembali apa itu "Rekenkamer” (tepatniya adalah " Algemene
-Rekenkamer!) baiklah kita melihat ‘ketentuan-ketentuan'yang berhubungan
-dengan ;:itué;‘seb_agaixhaﬁa_5_tc{d$pat.?-dalalﬂ" "Undang-Undang Dasar” ‘Hindia
:Belanda yang disebut+Indische Staatsregeling "sPasal:117 ayat (1) IS merie-

tapkan adanya "Algemene Rekenkamer dengan‘tigas melakukan perigavias-
-an. atas: penguasaan’“landsgeldmiddelen” - dan’ atas“tanggung-jawab
«Irekenplichtigen. L e e S

Menurut «Kleintjes; Algemene “Rekenkamer? selain “meng
landgeldmiddelen’ . juga mengawasi-“s'lands ‘goederen?” » yang“meli
‘penguasaan-administrasinya dan penguasaan keuanganmiya, i o o
Pasal 124 ayat {1) IS menyebutkan bahwa penguasaan dan’ tanggii jawab
skeuangan dari-daerah atau bagian‘bagian 'dari daerah diatur-denigan Ordo-
nansi;dan. berada di. bawah pengawasan: "Algemene Rekenkanier”, sejah
“mengenai pengawasan tferhé'dap.f’-re’kenplichtigen'i':.tidéaki"ditexitukaﬁ‘iiainii
- “4{:Sebagaimana'telah dikemukakan diatas; DPR memberi tugas dan fungsi
_rb_er_s__ama:s_@mai?residen;menethapkau;mggaran:-BelanjafNéga:a dan diSamping
-itu::;:;DPR;.:.;mén'gawasitf;_Ztigdakan?tindakan* Pfeéiden"i-?f'(pemefirii-ah);”-. BPK
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan tanggung jawab tentang
keuvangan-negara (lihat-pasal 23 UUD: 1945) 55 S i nptd
istzn Padarkalimati akhir ayat: tersebui:disehutkan ‘bahwa hasil- pemeriksaan
tersebut diberitahukan kepada DPR. Yang perlu kita pertanyakan sekarang
@pakah yang dimaksudkan:ayat.{5) pasal 23 UTID 1945 mengenai ‘diadakan-
- nya:BPK untuk: memeriksaitentang keluangan negara? Apakah. kata-kaia
keuvangan negara dalam ayat inithanya APBN semata-mata staukah leb’ihi‘luais
lagidtosis oy e i el vaimen Wi deet e e s savsdanisngn daadl
Untuk dapat memperoleh kejelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi
pertulah kita melihat kepada konstruksi-k struksi sebagai berikut dj

gawasi
iti

Konstruksi Pertama : Ayat (1) menetapkan bahwa APBN harus ditetapkan
dengan. undang-undang.. Ayat (5) menetapkan tbahwa BPK-diadakan untuk
memeriksa tanggung jawab pemerintahientang keuangan negara. Penjelasan
ayat, (3) menyebutkan bahwa untuk-memeriksa:tanggung jawab pemerinitah
tentang cara mempergunak}a,_n;g@;gg,;hcianja;yang sudah disetujui DPR itu;:perlu
ada BPK. Jadi meskipun dalam ayat (5) sendiri tidak disebutkan APBN
‘melainkan hanya keuangan negara,namun:penjelasan ayat tersebut menun-
juk kepada  APBN: o L

Konstruksi Kedua : Ayat (1) menunjukkan bahwa APEN harus ditetap-
kan dengan undang-undang:. i~ b5 o e s e St
Ayat (4) menetapkan bahwa hal keuangan negara harus diatur denganundang:
undang. Jelas bahwa pengertian APBN dan keuangan negara perlu ditelitilebih
lanjut apakah .:sama:%taukahy;dﬂa..:hal ‘yang berbeda: Sebab apabila -merupa:



dak memasukkan APBN

V.4 : "ﬂpemenksaannya harus

dxbentahukan oleh BPK kepada DPR sebagalmana ditetapkan dalam ayat (5).

Jadl kita tidak dapat menerima tafsiran tentang pengeman keuangan

negara sebagaimana terdapat dalam konstruksi pertama; penafsiran yang benar
1a1ah sebagaimana yang terdapat pada konstruk31 yang. kedua ./






